
 
 
 
 
 
 

 
BUPATI SINJAI 

 

PERATURAN BUPATI SINJAI 
 

NOMOR   6   TAHUN 2014 
 

TENTANG 
 

PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS 

PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN GRATIS 
 DI RUMAH SAKIT, PUSKESMAS DAN JARINGANNYA  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI SINJAI, 

   
Menimbang :  a. bahwa dalama rangka meningkatkan akses dan mutu 

pelayanan Kesehatan bagi masyarakat di Kabupaten 
Sinjai, telah diselenggarakan pelayanan kesehatan gratis; 
 

   b. bahwa agar penyelenggaraan pelayanan kesehatan gartis 
dapat berjalan dengan efektif dan efisien, perlu 

menetapkan pedoman pelaksanaan dan petunjuk teknis 
penyelenggaraan pelayanan kesehatan gratis di Rumah 
Sakit, Puskesmas dan jaringannya; 

 
   c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan dan Petunjuk 
Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Gratis di 

Rumah Sakit, Puskesmas dan Jaringannya; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1822); 
 

  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 
 

  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
 

  4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik 
Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4431); 
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  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 
 

  6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 
 

  7. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang 

Ombudsman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4899); 
 

  8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5038); 
 

  9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5063); 

 
  10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah 

Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 153, Ta5mbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5072); 

 
`  11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5233); 
 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4585); 
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  13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 
 

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang 
Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5044); 

  
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215); 
 

  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006; 

  17. Peraturan Menteri Dalam  Negeri Nomor 53 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); 

  18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 
Tahun 2009 tentang Kerjasama Penyelenggaraan 

Pelayanan dan Kesehatan Gratis; 
 

  19. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 
2008 tentang Pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan 
Gratis di Provinsi Sulawesi Selatan; 

 
  20. Peraturan Daerah  Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan 

Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah 
Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai 
Tahun 2009 Nomor 2); 
 

  21. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan 

Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai  

Nomor 45); 
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  22. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang 
Penyelenggaraan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 
17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai  Nomor 

59); 

 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN 

DAN PETUNJUK TEKNIS TENTANG  PENYELENGGARAAN 
PELAYANAN  KESEHATAN GRATIS DI RUMAH  SAKIT, 

PUSKESMAS DAN JARINGANNYA. 
 

Pasal 1 

 
dengan peraturan bupati ini  menetapkan pedoman pelaksanaan dan petunjuk 

teknis tentang  penyelenggaraan pelayanan  kesehatan gratis di rumah  sakit, 
puskesmas dan jaringannya. 
 

Pasal 2 
 

Pengaturan pedoman pelaksanaan dan petunjuk teknis bertujuan untuk 

memberikan acuan bagi petugas kesehatan dan pihak terkait dengan 
penyelenggaraan pelayanan kesehatan gratis di Kabupaten Sinjai dalam 

rangka: 
a. memberi kemudahan dan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat 

diseluruh fasilitas kesehatan; 

b. mendorong peningkatan pelayanan kesehatan yang berstandar bagi 
masyarakat kabupaten sinjai, tidak berlebihan sehingga kendali mutu dan 
biaya; 

c. terselenggaranya pengelolaan keuangan yang teransparan dan akuntabel.  
 

Pasal 3 
 

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan diselenggarakan berdasarkan asas: 

a. transparansi; 
b. akuntabilitas; 

c. inovatif; 
d. manfaat; 
e. keseimbangan; 

f. cepat, cermat dan akurat; 
g. keadilan gender; 
h. penghormatan terhadap hak; dan 

i. tidak diskriminatif. 
 

Pasal 4 
 
Ketentuan lebih lanjut Pedoman Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis 

Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Gratis sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini. 
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Pasal 5 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai. 
 

 
                                                                   Ditetapkan di Sinjai 
                                                                   pada tanggal 27 Januari 2014 

 
         BUPATI SINJAI, 

 
 
                                                                             ttd 

 
          H. SABIRIN YAHYA 

 
 
Diundangkan di Sinjai 

pada tanggal  27 Januari 2014                  
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI, 

 
 

 
 
H. TAIYEB A. MAPPASERE 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2014 NOMOR 6 
 

 
 

 
 
 

 
 


